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Berawal dari perkara yang diajukan ke Mahkamah Syar’iyah kelas I-A 
Banda Aceh yang berwenang mengadilinya, maka timbul pertimbangan hukum 
oleh hakim dalam menetapkan sanksi yang berbeda dengan tuntutan jaksa. Seperti 
yang terlihat pada kasus yang diadili dalam putusan No.53/JN/2016/MS, Bna. 
Kasus tersebut didakwakan dengan primair Pasal 25 ayat (1) tentang ikhtilath 
dengan hukuman 25 kali cambuk dan subsidair Pasal 23 ayat (1) tentang khalwat 
dengan hukuman 15 kali cambuk di depan umum berdasarkan Qanun Aceh 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah , akan tetapi sanksi dijatuhkan oleh 
hakim kepada terdakwa berbeda dari apa yang dituntut oleh jaksa yakni 100 kali 
cambuk di depan umum atas perkara zina. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini 
adalah apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi  yang berbeda 
dengan tuntutan jaksa dan bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi  yang berbeda dengan 
tuntutan jaksa pada putusan hakim No. 53/JN/2016   di Mahkamah Syar'iyah 
Banda Aceh. Kajian ini menggunakan metode penelitian deskripstif analisis,  
untuk memberikan gambaran secara utuh dan konkret metode pengumpulan data 
yang digunakan dengan melakukan penelitian lapangan ( field research) dan 
penelitian pustaka (library research). Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah wawancara dan sumber data diperoleh dari sumber data primer dan 
sekunder. Hasil penelitian ditemukan bahwa, dasar pertimbangan hukum hakim  
dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda tuntutan jaksa berdasarkan pada 
pengakuan para terdakwa di persidangan yang dikuatkan dengan sumpah. 
Berdasarkan pandangan hukum Islam, hakim dibolehkan menjatuhkan sanksi 
lebih berat maupun lebih ringan kepada terdakwa tergantung jenis tindak pidana 
yang dilanggar meskipun berbeda sebagaimana tuntutan dari jaksa. Dari paparan 
diatas dapat disimpulkan bahwa putusan hakim berbeda dengan tuntutan jaksa 
terjadi karena fakta pemeriksaan di persidangan berbeda dengan dakwaan, 
sehingga hakim boleh menjatuhkan hukuman berdasarkan pertimbangannya 
namun tetap berpegah teguh pada landasan yuridis yang telah ditetapkan. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang 
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya 
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata 
Arab adalah sebagai berikut: 
1. Konsonan 
No. Arab Latin Ket No. Arab Latin Ket 
1 ا Tidak dilambangkan 
 16 ط ṭ t dengan titik di bawahnya 
2 ب B  17 ظ ẓ z dengan titik di bawahnya 
3 ت T  18 ع ‘  
4 ث Ś s dengan titik di atasnya 19 غ Gh 
 
5 ج J  20 ف F  
6 ح ḥ h dengan titik di bawahnya 21 ق Q 
 
7 خ Kh  22 ك K  
8 د D  23 ل L  
9 ذ Ż z dengan titik di atasnya 24 م M 
 
10 ر R  25 ن N  
11 ز Z  26 و W  
12 س S  27 ه H  
13 ش Sy  28 ء ’  
14 ص Ş s dengan titik di bawahnya 29 ي Y 
 
15 ض ḍ d dengan titik di bawahnya    
 
 
2. Konsonan 
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin 
 َ◌ Fatḥah A 
 ِ◌ Kasrah I 
 ُ◌ Ḍammah U 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
ي  ◌َ Fatḥah dan ya Ai 
و   ◌َ Fatḥah dan wau Au 
 
Contoh: 
فیك= kaifa,  
حلو = ḥaula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan tanda 
ي/ َا Fatḥah dan alifatau ya Ā 
 ِي Kasrah dan ya Ī 
 ُو Ḍammahdanwau Ū 
 
Contoh: 
 َلَاق= qāla 
يَمَر= ramā 
  َلِْیق= qīla 
 ُلْوَقی= yaqūlu 
 
4. Ta Marbutah  (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah ( ة) hidup 
Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrahdan Ḍammah, 
transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah ( ة) mati 
Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun,transliterasinya adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikutioleh kata yang 
menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta 
marbutah ( ة) itu ditransliterasikandengan h. 
 
Contoh: 
 ُةَضْوَرْلاَفْطَْلاا : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 
  ُةَنْـيِدَمْلاَْةرَّوَـنُمْلا :al-Madīnah al-Munawwarah/ 
 al-Madīnatul Munawwarah 
  ْةَحَْلط : Ṭalḥah 
Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, 
seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah 
penerjemahan. Contoh: Sahusril Ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, 
bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak 
ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB SATU 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
 Untuk menyelesaikan suatu perkara yang sesuai dengan ajaran hukum 
Islam, di Aceh terdapat lembaga peradilan istimewa yang dikenal dengan 
Mahkamah Syar’iyah. Mahkamah Syari’yah berwenang memeriksa, mengadili, 
dan memutuskan suatu perkara di bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan 
hukum pidana yang berdasarkan Syari’at Islam. 
 Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan tersebut, maka lembaga 
peradilan menuntut adanya hakim dan penegak hukum yang baik, memiliki 
profesionalisme tinggi, baik dalam memutuskan perkara (adjudge), maupun di 
bidang pergaulan lainnya yang tidak terlepas dari tuntutan komitmen moralitas 
keislaman.1 
 Istilah pengadilan dalam Islam disebut dengan qadha’. Salah satu tugas 
lembaga qadha’ ialah memutuskan pertentangan yang terjadi dan mengakhiri 
persengketaan dengan menetapkan hukum syarak bagi pihak yang bersengketa. 
Keberadaan pengadilan sangatlah penting. Jika kondisi pengadilan baik, kondisi 
umat juga baik. Dikarenakan posisi pengadilan sangat strategis, maka 
Islammenetapkan beberapa metode dasar untuk membangun sistem peradilan, 
1 A. Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, Mahkamah Syar’iyah Aceh Lintasan Sejarah 
dan Eksistensinya(Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 124. 
                                                 
seperti tuduhan harus dipandang secara objektif, hakim berpegang teguh pada 
hukum syar‘i, dan merasa ada pengawasan dari Allah Swt. Tujuan proses hukum 
dalam Islam untuk mencari ridha Allah, dan setiap keputusan yang diambil oleh 
hakim hendaknya menggabungkan antara prinsip menjaga stabilitas umum dan 
prinsip keadilan.2 
 Suatu perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan pastinya hakim yang 
harus memeriksa secara adil dan benar tentang apakah seorang terdakwa terbukti 
melakukan suatu pelanggaran hukum ataukah tidak.Hal ini nantinya akan 
berpengaruh dalam putusan hakim. Selain itu keputusan hakim juga tidak boleh 
terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. 
Hakim dalam menjalankan tugasnya dan menyelesaikan suatu perkara, pastinya 
mempertimbangkan segala sesuatu yang telah ditemukan dalam fakta di 
peradilan. 
 Putusanhakim di pengadilan merupakan tonggak yang paling penting bagi 
cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana 
dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul 
begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki 
undang-undang adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Biasanya asas itu 
masih ditambah bebas, jujur, dan tidak memihak serta adil. Penjatuhan pidana dan 
pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses 
peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai 
asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik, apabila sebaliknya tentu saja 
2 Wahbah Zuhaili, Fiqh Sunnah Wa Adillatuhu, jld. VII (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 
93-96. 
                                                 
dinilai sebaliknya pula, bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan 
hukum.3 
 Dalam menjalankan tata cara beracara saat menangani kasus, maka aparat 
penegak hukum haruslah berpegang teguh pada prinsip dasar dan asas-asas 
hukum acara pidana seperti: 
1. Larangan bertindak sebagai hakim sendiri; 
2. Hukum acara harus tertulis dan dikodifikasi; 
3. Kekuasaaan pengadilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan badan negara 
lainnya; 
4. Semua putusan pengadilan harus berisi dasar-dasar hukum; 
5. Sidang pengadilan terbuka untuk umum dan keputusan hakim dinyatakan 
dengan terbuka, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.4 
Saat persidangan pemeriksaan perkara, hakim tidak boleh langsung 
mengadili setiap perkara yang ada, namun harus mengikuti proses sebagaimana 
yang telah diatur. Proses pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan. Ketiga tahapan tersebut adalah tahapan pokok yang 
menjadi tugas pokok tiga lembaga penegak hukum, yaitu: kepolisian yang 
melakukan penyidikan, kejaksaan yang melakukan penuntutan, dan pengadilan 
yang melakukan pemeriksaan dan memutuskan perkara.  
Proses pemeriksaan di dalam pengadilan harus menghadirkan pihak-pihak 
terkait seperti terdakwa, jaksa selaku penuntut umum, saksi dan lain-lain. Secara 
3  Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 34. 
 
4 Al-Yasa’ Abubakar dan Marah Halim, Hukum Pidana Islam di Aceh Penafsiran dan 
Pedoman Pelaksanaan Qanun tentang Perbuatan Pidana (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 
2011), hlm. 122. 
                                                 
garis besar kewenangan jaksa sebagai penuntut umum adalah menerima berkas 
perkara dari penyidik yang kemudian apabila hasil penyidikan itu sudah lengkap, 
maka jaksa membuat dakwaan dan tuntutan yang dimuat dalam bentuk surat 
untuk diserahkan ke pengadilan dan dibacakan di persidangan bagaimana uraian 
kronologi perkara, pasal yang didakwakan, dan tututan hukuman terhadap apa 
yang telah terdakwa lakukan. Kemudian baru dilanjutkan secara bertahap hingga 
keputusan hakim untuk menyatakan apakah terdakwa bersalah dan dapat dihukum 
ataupun tidak. 
Telah diketahui bahwasanya setiap dakwaan dan tuntutan oleh jaksa akan 
adanya kesesuain dengan putusan hakim. Baik berdasarkan hukum positif ataupun 
hukum Islam tergantung lembaga peradilan mana yang berwenang mengadilinya. 
Namun berat ringannya hukuman tergantung pada hakim yang memutuskan 
perkara. 
Berdasarkan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
Hukum Acara Jinayah, Bab XVI tentang Pemeriksaan di Sidang Mahkamah Pasal 
178 ayat 7 menjelaskan bahwa: 
“Majelis Hakim boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang 
diminta oleh penuntut umum jika uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif.”5 
 Pasal tersebut menjelaskan bahwa ketentuan yang dibolehkan kepada 
hakim dalam menjatuhkan sanksi hanya jika uqubat jarimah tersebut bersifat 
alternatif (pengganti). 
5Dinas Syari’at Islam Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara 
Jinayah(Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2014), hlm. 147. 
                                                 
Jika ditinjau dari hukum positif penjatuhan putusan oleh hakim atas 
perkara yang tidak dituntut atau memutus perkara melebihi apa yang diminta 
disebut dengan ultra petita. Pijakan hukum ultra petita  sendiri diatur dalam Pasal 
178 ayat (2) dan (3)Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR( serta padanannya 
dalam Pasal 189 ayat(2) dan (3)Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de 
Gewesten Buiten Java en Madura ( RBg) yang melarang seorang hakim memutus 
melebihi apa yang dituntut (petitum).Kemudian berdasarkan UU Mahkamah 
Konstitusi juga tidak ditemukan sama sekali kebolehan hakim memutus perkara 
yang berbeda dengan dakwaan dan tuntutan.6 
Maka dalam hal ini penulis mengambil sampel kasus di Mahkamah 
Syar’iyah, khususnya yang berada di Banda Aceh telah mengadili terhadap suatu 
kasus yang berada di bawah kewenangannya dimana terdakwa telah melakukan 
perbuatan jarimah. Menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti 
secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan jarimah ikhtilath 
sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Yang kemudian dituntut dengan hukuman 
terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan hukuman cambuk di depan umum 
sebanyak 25 kali. 
Namun dalam putusan oleh hakim dalam putusan Nomor 53 perkara 
Jinayah tahun 2016 di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, yang diputuskan pada 
hari Rabu tanggal 23 November 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 
Shafar 1438 Hijriyah, hakim memutuskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II 
6Siallagan Haposan, “Masalah Putusan Ultra Petita dalam Pengujian Undang-Undang.” 
Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2010, 22.1: 71-83. Diakses melalui 
https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16209, tanggal 13 Maret 2016. 
                                                 
melakukan jarimah zina dengan hukuman untuk keduanya masing-masing 100 
kali cambuk di depan umum.Dalam putusan tersebut terdapat perbedaan antara 
dakwaan dan tuntutan jaksa dengan putusan hakim, dimana perkara dari ikhtilath 
menjadi zina dan hukuman cambuk dari 25 kali mejadi 100 kali.  
 Saat di persidangan terdapat beberapa larangan terhadap hakim dalam 
mengajukan pertanyaan kepada terdakwa, yaitu pertanyaan yang dapat 
mengarahkan dan pertanyaan yang dapat menjerat si terdakwa di pengadilan, 
sehingga dapat mempengaruhi terhadap kebenaran peristiwa dan dapat 
mempengaruhi terhadap berat ringannya hukuman terhadap si terdakwa. 
Dalam hukum pidana Islam, ada perbedaan pembagian tindak pidana 
yaitu: ada tiga jenis jarimah atau tindak pidana yaitu: jarimah hudud, jarimah 
kisas diat dan jarimah takzir. Pembagian tindak pidana dalam Islam tampak 
penting dalam beberapa hal yaitu: dilihat dari segi pengampunan hukuman, segi 
kekuasaan hakim, segi keadaan-keadaan yang meringankan dan pembuktian 
tindak pidana.7 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 
mengkaji tentang PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN 
SANKSI  YANG BERBEDA DENGAN TUNTUTAN JAKSA DALAM 
PERKARA IKHTILATH( Studi Kasus  Putusan Nomor 53/JN/2016/MS.Bna) 
 
1.2.  Rumusan Masalah 
7Abdul Qadir Audah, at-Tasyri’ al-Jina’iy al-Islamyterj. Tim Tsalisah, jld. I, cet. I (Jakarta: 
Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 101. 
                                                 
 Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah 
di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi masalah 
pokok dalam penelitian ini. Rumusan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi  yang 
berbeda dengan tuntutan jaksapada putusan hakim No. 53/JN/2016 di 
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh? 
2. Bagaimana ketentuan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan sanksi  yang berbeda dengan tuntutan jaksa pada 
putusan hakimNo. 53/JN/2016   di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh? 
 
1.3.   Tujuan Penelitian   
1. Untuk mengetahuipertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi  
yang berbeda dengan tuntutan jaksa pada putusan hakim No. 53/JN/2016 
di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh 
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam terhadappertimbangan hukum 
hakim dalam menjatuhkan sanksi  yang berbeda dengan tuntutan jaksa 
pada putusan hakim No. 53/JN/2016 di Mahkamah Syar’iyah Banda 
Aceh. 
 
 
1.4.  Penjelasan Istilah 
 Untuk menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman dalam memahami 
istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini, maka penulis akan menjelaskan 
beberapa penjelasan istilah sebagai berikut: 
a. Pertimbangan Hukum Hakim 
 Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pertimbangan berasal dari 
kata timbang, diartikan dengan ukuran. Sedangkan pertimbangan merupakan 
suatu ukuran, berdasarkan pemikiran, dan sebagainya yang biasanya berkaitan 
dengan penetapan suatu keputusan.8 
 Hukum adalah segala peraturan yang didalamnya mengandung perintah 
dan larangan terhadap segala perbuatan manusia yang bersifat mengikat dan 
dikenai sanksi bagi para pelanggarnya. 
 Sedangkan hakim adalah menurut Kamus Hukum yaitu disebut juga 
dengan rechter (kadi) yang berarti orang di sidang pengadilan yang bertindak 
sebagai pemutus perkara dengan memberikan vonis atau keputusan.9 Dalam 
bahasa Arab makna dari hakim adalah orang yang memutuskan dan menetapkan 
hukum yang menetapkan segala sesuatu, dan juga mengetahui hakikat seluk beluk 
segala sesuatu dalam menyelesaikan suatu perkara.10 
 Pertimbangan hukum hakim yang penulis maksud dalam penulisan ini 
adalah pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan 
menetapkan sanksi terhadap pelaku pelanggar jarimah yang tidak sesuai dengan 
tuntutan jaksa di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. 
b. Sanksi 
8Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 
2006), hlm. 267. 
 
9 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum,edisi lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris 
(Semarang: Aneka Ilmu, 1997), hlm.709. 
 
10 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh(Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 87. 
 
                                                 
Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia” disebutkan bahwa sanksi 
berarti tanggungan, tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menepati 
perjanjian atau mentaati ketentuan Undang-Undang.11 Sanksi yang penulis 
maksudkan adalah sanksi yang ditetapkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah 
yang berbeda dengan tuntutan jaksa di Mahamah Syar’iyah Banda Aceh. 
c. Tuntutan Jaksa 
Tuntutan yaitu surat yang dibacakan oleh penuntut umum di pengadilan 
setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai, yang berisikan 
tuntutan hukuman kepada terdakwa. 
 Dalam pasal 1 ayat 6a KUHAP  jaksa adalah pejabat yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta 
melaksanakan putusan pengadilan yang tetap memperoleh kekuatan hukum 
tetap.12 
d. Mahkamah Syar’iyah 
 Mahkamah Syar’iyah berasal dari dua kata bahasa Arab, mahkamah dan 
syar’iyah. Mahkamah berarti dar al-qadha’ (pengadilan) merupakan pecahan dari 
kata hakama-yahkumu(memimpin atau memerintah, menghukum atau 
menjatuhkan hukuman). Dan kata syar’iyah berarti menurut peraturan, sah atau 
11 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Keempat 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1224. 
 
12KUHP dan KUHAP (Jakarta: Permata Press, 2007). 
 
                                                 
legal, merupakan pecahan dari kata syara’a-yashra’u yang berarti membuat 
peraturan atau undang-undang.13 
 Sedangkan Mahkamah Syar’iyah yang dimaksud dalam hal ini 
sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
Nomor 10 Tahun 2002 adalah lembaga peradilan yang di bentuk dengan Qanun 
serta melaksanakan syari’at Islam dalam wilayah provinsi Aceh, yang berwenang 
memeriksa,mengadili memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang 
hukum keluarga, hukum perdata dan hukum pidana yang didasarkan atas syari’at 
Islam. 
 
1.5. Kajian Pustaka 
Tinjauan pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik 
yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis 
sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Kegiatan penelitian selalu bertitik tolak 
dari penelitian dari cara menggali apa yang sudah dikemukakan atau ditemukan oleh 
ahli-ahli sebelumnya. 
Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, belum menemukan tulisan 
yang mengkaji mengenai hal yang sama tentang Pertimbangan Hukum Hakim Dalam 
Menjatuhkan Sanksi  Yang Berbeda Dengan Tuntutan Jaksa. Namun ada beberapa 
tulisan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan 
perkara. 
13 Yurnal, Sistem Kekuasaan Kehakiman Setengah Hati Ke Mahkamah Syar’iyah(Jakarta: 
Hikmah Mandiri, 2012), hlm. 142 
                                                 
Diantara tulisan yang secara tidak langsung memiliki kaitan dengan masalah 
yang diteliti adalah skripisi yang ditulis oleh Munawwarah mahasiswi Prodi Syari’ah 
Jinayah wal Siyasah, Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Ar-Raniry pada Tahun 2012 
yang berjudul berjudul Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Sanksi Bagi Pelaku 
Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur ditinjau Menurut Hukum Pidana 
Islam.14Dalam skripsi ini membahas mengenai pertimbangan hukum hakim di 
Pengadilan Negeri Sigli dalam memutuskan hukuman yang bervariasi dan juga 
relatif lebih ringan  bagi si pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan 
terhadap anak yang kemudian dibandingkan dengan aturan hukum berdasarkan 
hukum Islam.  
Selanjutnya tulisan Warzuqni mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas 
Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang  berjudul Pertimbangan Hukum Hakim 
Meringankan Pidana Dalam Perkara Persetubuhan Anak dibawah Umur Menurut 
Hukum Islam Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.15 
Dalam skripsi tersebut membahas mengenai kewenangan hakim dalam 
menetapkan sanksi yang tidak sesuai dengan hukum Islam, dimana perbuatan 
persetubuhan dikatagorikan ke dalam jarimah hududyang merupakan hak Allah dan 
ketentuan hukuman sudah ditetapkan tidak dapat diganggu gugat, sehingga hakim 
tidak memiliki peluang untuk dapat menafsirkan hukum dengan kehendaknya. 
14 Munawwarah, Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Sanksi Bagi Pelaku 
Persetubuhan Terhadap Anak di bawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (studi kasus 
Pengadilan Negeri Sigli), Skripsi Sarjana Hukum Islam, Darussalam. Banda Aceh, Perpustakaan 
Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2013. 
 
15Warzuqni, Pertimbangan Hukum Hakim Meringankan Pidana Dalam Perkara 
Persetubuhan Anak dibawah Umur Menurut Hukum Islam Analisi Putusan Hakim Pengadilan Negeri 
Banda Aceh No. 52/pid.Sus/2014/PN Bna, Skripsi Sarjana Hukum, Darussalam. Banda Aceh, 
Perpustakaan Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2016. 
 
                                                 
 
1.6.  Metode Penelitian 
Pada dasarnya dalam melakukan setiap penulisan karya ilmiah selalu 
memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode 
penelitian dan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang 
hendak dibahas guna menyelesaikan penulisan karya ilmiah tersebut. 
Adapun metode yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah 
metode deskripstif analisis, yaitu memberikan gambaran secara utuh, konkret, 
terhadap suatu individu, keadaan, gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya 
hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.16Langkah-
langkah yang akan ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut: 
1.6.1.  Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi 
ini adalah: 
1. Penelitian Lapangan ( Field Research) 
Yaitu penelitian yang dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi 
didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. 
Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki oleh 
peneliti dapat segera tampak dan diamati.17 Metode ini merupakan 
metode pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi di lokasi 
16Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum(Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2008), hlm. 25. 
 
17 Saifuddin Anwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 21. 
 
                                                 
penelitian melalui observasi maupun wawancara secara sistematis dan 
berlandaskan objek.18 
2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber 
tertulis, seperti buku-buku, kitab-kitab, artikel dan yang lainnya.19 
Dimana berkaitan dengan pembahasan ini, sehingga ditemukan data-
data yang akurat dan jelas. 
1.6.2.  Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah 
melalui prosedur sistematik, logis, dan proses pencarian data yang valid, baik 
diperoleh secara langsung maupun tidak langsung untuk keperluan analisis dan 
pelaksanaan pembahasan suatu riset secara benar untuk menemukan kesimpulan, 
memperoleh jawaban dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang 
dihadapi oleh peneliti.20 Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan satu 
metode penggumpulan data, yaitu: 
1. Wawancara 
Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang 
berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang 
18 Bagong Susyanto, Satinah, Metode Penelitian Sosial: Dasar, Metode, Teknik, cet. Ke-7 
(Bandung: Pustaka Setia, 1994), hlm.55. 
 
19 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek(Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 50-51. 
 
20 Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi (Jakarta: Raja 
Grafindo Persada, 2008), hlm. 27. 
 
                                                 
mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.21Dalam 
hal ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada hakim 
yang memutuskan perkara dengan menjatuhkan sanksi yang berbeda 
dengan tuntutan jaksa dalam putusan hakim No. 53/JN/2016 di 
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. 
1.6.3.  Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian adalah subyek asal data dapat diperoleh. 
Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan 
dalam menentukan metode penulisan, mengumpulkan data dalam 
penelitian.22Terdapat dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau 
landasan utama dalam penelitian ini. 
1. Data Primer 
Yaitu sumber data yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh 
pemerintah seperti putusan pengadilan.23 Dalam sumber data ini 
penulismendapatkan data putusan hakim dan sejumlah keterangan atau 
fakta secara langsung dari Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. 
2. Data Sekunder 
Yaitu sumber data yang diperoleh yang bersumber dari perpustakaan, 
baik berupa buku-buku, majalah ilmiah yang diterbitkan, artikel, internet 
21 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi (Jakarta: 
Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 105. 
 
22 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam 
Penelitian(Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 169. 
 
23 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rinneka Cipta, 2004), hlm. 103. 
 
                                                 
dan materi perpustakkan lainnya yang dapat dijadikan rujukan untuk 
menyusun karya ilmiah.24 
1.6.4.  Analisis Data 
 Analisis data merupakan suatu proses dari tindak lanjut pengolahan data dari 
seorang peneliti, pada tahap analisa data peneliti harus membaca data yang telah 
terkumpul dan melalui proses pengolahan data akhirnya peneliti menentukan analisis 
yang bagaimana yang diterapkan.25 
Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis melakukan 
analisis secara sistematis terhadap pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan 
yang tertuang dalam data tersebut yang berkaitan dengan obyek penelitian ini. 
Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penulisan ini adalah dengan 
memulainya memaparkan hal-hal yang melatarbelakangi tentang dasar pertimbangan 
hakim dalam menjatuhkan atau menetapkan sanksi terhadap pelaku namun putusan 
hakim tidak sesuai dengan tuntutan jaksa di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. 
Kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada 
dengan didukung oleh data lapangan dan teori. 
Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penulis juga berpedoman pada  buku 
panduan penulisan skripsi tahun 2014 yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. 
 
 
1.7. Sistematika Pembahasan 
24Ibid., hlm. 103. 
 
25 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 
77. 
                                                 
Skripsi ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari 
sub bab, jelasnya dapat dirinci sebagai berikut: 
 Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika 
pembahasan. 
Bab dua menjelaskan mengenaikewenangan hakim dan jaksa dalam   
penyelesaian perkara ikhtilath di depan pengadilan, pengertian dan dasar hukum 
ikhtilath, ikhtilath menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum 
Jinayah, kewenangan hakim dan jaksa menurut hukum positif dan hukum Islam,  
Bab tiga membahas tentang faktor-faktor penyebab hakim menjatuhkan 
sanksi berbeda dengan tuntutan jaksa dalam putusan Nomor 53/jn/2016/MS. Bna, 
kasus posisi, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi berbeda dengan tuntutan 
jaksa dalam putusan Nomor 53/jn/2016/MS. Bna,  dan tinjauan hukum pidana Islam 
terhadap pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi yang berbeda 
dengan tuntutan jaksa. 
Bab empat merupakan bab terakhir dari skripsi ini, yakni penutup dari 
penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran yang bersifat membangun dan 
berguna demi kepentingan pihak terkait. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB DUA 
KEWENANGAN HAKIM DAN JAKSA DALAM 
PENYELESAIAN PERKARA IKHTILATH  
DI DEPAN PENGADILAN 
 
2.1.Pengertian dan Dasar Hukum Ikhtilath 
 Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda mudi dengan 
baik, cinta dan kasih sayang laki-laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang 
merupakan karunia Allah.26 Pengaulan muda mudi yang terlihat wajar-wajar saja 
terkadang dapat menimbulkan tragedi sosial yang bisa saja menimpa diri sendiri 
serta mencemarkan nama baik keluarganya.27 
Islam dengan tegasdilarang melakukan perbuatan zina, sementara ikhtilath 
dan khalwat merupakan salah satu jalan atau peluang untuk terjadinya zina, dalam 
jarimah hudud(perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman ḥadd)tidak 
dijelaskan hukuman ikhtilath secara rinci. Namun demikian karenaikhitlath juga 
termasuk salah satu jarimah maka perbuatan ini diancam dengan uqubat 
takzir(hukuman dari penguasa), artinya negara atau pemerintah harus berjaga-jaga 
26Ahmad Al Faruqy, Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar’iyah (Banda 
Aceh: Gen, 2011), hlm.42. 
 
27 H. Asyhari Abdul Ghofar,Islam dan Problema Sosial Sekitar Pergaulan Muda-Mudi 
(Jakarta: Akademika Pressindo: 2000), hlm. 1. 
 
                                                 
untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya perzinaan, yaitu dengan cara melarang 
perbuatanikhtilathdan khalwat.28 
2.1.1. Pengertian Ikhtilath 
 Secara bahasa ikhtilath berarti percampuran, menurut istilah ikhtilathartinya 
adalah bertemunya laki-laki dan perempuan (yang bukan mahramnya) di suatu 
tempat secara campur baur, dan terjadi interaksi di antara laki-laki dan wanita itu 
(misal bicara, bersentuhan, berdesak-desakan), dan lain sebagainya.29 
Sementara itu menurut pendapat para ahli ilmu, dapat disimpulkan bahwa 
yang dimaksudkan dengan ikhtilath adalah percampuran atau berdesak-desakan 
antara orang-orang laki-laki dengan para wanita.30 Jika dilihat berdasarkan 
penjelasan QanunAceh  Tahun 2014 tentang Hukum Jinayahpengertian  ikhtilath 
adalah  perbuatan  bermesraan  antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami 
isteri  atau  mahram  baik  pada  tempat  tertutup  atau terbuka. 
Menurut Qanun AcehTahun 2014 tentang Hukum Jinayahterdapat persamaan 
antara ikhtilathdengan khalwat, khalwat yaitu perbuatanberada pada tempat tertutup 
atautersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan 
mahram dan tanpa ikatan perkawinandengan kerelaan kedua belah pihak yang 
mengarah pada perbuatan zina. 
Keduanya merupakan perbuatan yang melanggar norma agama dan juga 
bertentangan dengan nilai moral. Antara ikhtilath dan khalwatitu dipandang sebagai 
28 Ahmad Al Faruqy, hlm.41. 
 
29 KH. M. Shiddiq Al Jawi, Bahaya Ikhtilath Menurut Hukum Islam, Diakses pada situs: 
https://hizbut-tahrir.or.id/2013/06/16/bahaya-ikhtilat-menurut-hukum-islam/, pada tanggal 6 Juli 2017. 
 
30Abu Isma’il Muslim Al-Atsari, Ikhtilath Sebuah Maksiat, Diakses pada situs: 
https://almanhaj.or.id/2844-ikhtilath-sebuah-maksiat.html, pada tanggal 6 Juli 2017. 
                                                 
suatu perbuatan yang bisa mengantar seseorang kepada perbuatan zina. Letak 
perbedaannya terdapat pada keadaan dan perbuatan, khalwat yaitu keadaan dimana 
antara laki-laki dengan perempuan berada ditempat tersembunyi dan sunyi 
sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Hukum Jinayah, sedangkan ikhtilathsudah mengarah ke perbuatan, yaitu perbuatan 
bermesra-mesraan, berciuman, bersentuhan dan sebagainya antara laki-laki dan 
perempuanyangdilakukan ditempat umum atau tempat terbuka dan ada kalanya di 
tempat tersembunyi.  
Dalam bukunya, al-Ṭhuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‘iyyah 
tepatnya pada Hal. 407-408, sebagaimana dalam terbitan Mathba’ah al Madani 
Kairo, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah mengatakan, “Tidaklah diragukan bahwa memberi 
kesempatan kepada para perempuan untuk ikhtilath atau bercampur baur dengan para 
laki-laki adalah pangkal segala bala dan kejelekan”.31 
Selain itu, ikhtilath juga termasuk sebab yang paling penting untuk turunnya 
hukuman Allah yang bersifat merata, sebagaimana ikhtilath merupakan sebab yang 
dapat menimbulkan kerusakan dalam masyarakat dan individu.Sebagaimana dalam 
firman Allah Swt dalam kisah Nabi Yusuf as yaitu: 
تَدَو َٰرَو ◌ۡ َبي ِفي َوُه ِتيَّلٱ ُه ◌ۡفَّن نَع َاِته ◌ۡ ِهِۦسلٱ ِتَقَّلَغَو  ◌ۡبَأ ◌ۡتَلَاقَو َب َٰو ◌ۡيَه  ◌ۡ َت
 َكَل ◌ۚ ِهَّللٱ َذاَعَم َلَاق  ◌ۖ ُهَّنِإ ۥ ِّبيَر  ٓ◌حَأ  ◌ۡثَم َنَس ◌ۡ َياَو ◌ۖ ُهَّنِإ ۥفُي َلا  ◌ۡ َنوُمِلَّٰظلٱ ُحِل ۲۳ 
Artinya: “Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda 
Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup 
pintu-pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini". Yusuf berkata: "Aku 
31Ummu Ibrahim, Ihtilat Menurut Ibnu Qayyim, Diakses pada situs: 
http://Aqlislamiccenter.Com/2014/10/28/Ikhtilat-Menurut-Ibnu-Qayyim/, Pada Tanggal 6 Juni 2017. 
 
                                                 
berlindung kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku 
dengan baik". Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan 
beruntung”. (Q.S. Yusuf ayat 23) 
 
Ketika terjadi percampuran antara Nabi Yusuf  dengan isteri Al-Aziz, 
pembesar Mesir di kala itu, tampaklah dari si wanita apa yang tadinya 
disembunyikan, ia meminta kepada Yusuf untuk menggaulinya. Akan tetapi Allah 
kemudian melindungi Yusuf dengan rahmat-Nya sehingga terjaga dari perbuatan 
keji.32Sebagaiman firman Allah dalam Surat Yusuf Ayat 34 yaitu: 
سَٱف ◌ۡ ُهَل َباََتجۥ ُهُّبَر ۥنَع َفَرَصَف  ◌ۡيَك ُه ◌ۡ َّنُهَد ◌ۚ ُهَّنِإ ۥلٱ ُعيِمَّسلٱ َوُه  ◌ۡ ُميِلَع ۳٤  
Artinya: “Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf dan Dia 
menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya Dialah 
Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 
Perbuatan ikhtilath dan khalwat termasuk salah satu perbuatan munkar yang 
dilarang dalam syari’at Islam dan bertentang pula dengan adat istiadat yang berlaku 
dalam masyarakat, karena perbuatan tersebut dapat menjeremuskan seseorang 
kepada perbuatan zina. Larangan perbuatan ikhtilath termasuk ke dalam delik formil, 
artinya sepanjang seseorang telah melakukan perbuatan berdua-duaan yang bukan 
muhrim, walaupun tidak berakibat berbuat zina atau perbuatan tercela lainnya tetap 
saja dilarang, sedangkan pada delik materil harus jelas tentang akibat dari pada 
perbuatan tersebut.33 
32 Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Terjemahan Tafsir Jalalain 
berikut Asbabun Nuzul (Bandung: Sinar Baru Algensindo), hlm. 897. 
 
33 Ahmad Al Faruqy, Qanun Khalwat dalam Pangkuan Hakim Mahkamah Syar’iyah (Banda 
Aceh: Gen, 2011), hlm.40. 
 
                                                 
Kategori tindakan ikhtilath adalah apabila dilakukan oleh dua orang mukallaf 
yang berlainan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), bukan suami istri dan halal 
menikah, (maksudnya bukan orang yang mempunyai hubungan mahram). Dua orang 
tersebut dianggap melakukan ikhtilath kalau mereka berada pada suatu tempat 
tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau 
berpeluang pada terjadinya perbuatan zina. Penjelasan umum menyatakan bahwa 
perbuatan maksiat di bidang seksual dan lebih dari itu perbuatan yang dapat 
mengarah kepada zina biasanya hanya dilakukan di tempat sepi (tertutup) yang jauh 
(terlindung) dari penglihatan orang lain, dan di tempat-tempat yang memungkinkan 
melakukan perbuatan yang tercela tersebut.34 
2.1.2. Dasar Hukum Larangan Ikhtilath 
 Islam melarang perbuatan ikhtilathkarena perbuatan ini bisa menjerumuskan 
kepada zina, yakni hubungan intim diluar pernikahan yang sah, pengharaman 
perbuatan ikhtilathdapat kita lihat dalam firman Allah Swt surat Al-Isra’ ayat 32, 
yaitu: 
قَت َلاَو ◌ۡ َٰنىِّزلٱ ْاُوبَر ◌ۖ◌ٓ ُهَّنِإ ۥاَسَو ًةَشِحَٰف َناَك  ٓ◌ ِْبيَس َء ًلا۳۲ 
Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah 
suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. AL-
Isra’: 32) 
Dapat kita pahami, bahwasanya dalil diatas melarang terhadap perbuatan 
yang mengarah sampai kepada zina seperti halnya perbuatan ikhtilath maupun 
khalwat karena dapat menimbulkan kerusakan secara individu maupun 
34Ibid, hlm.45. 
                                                 
masyarakat.Kemudian dalil lain mengenai larangan ikhtilathterdapat dalam hadis 
Rasulullah saw. Yaitu: 
 اللها ىّلص اللها لوسر َنأ ,رماع نب ةبقع نع ,يرلخا بىأ نع ,بيبح بىأ نبدي زي نع
إ :لاق مّلسو هْيلعوخّدلاومكّاي تيأرفأ اللها لوسراي:رصنلاا نم لجر لاقف.ءاسّنلايلعل
تومْلاوملحا:لاق؟وملحا.˼˾ 
 
“Dari Yazid ibnu Abi Habib, dari Abi Al Khair, dari “Uqbah ibnu 
‘Amir, bahwa Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda”: 
“Hati-hati masuk ke tempat wanita, ‘Seorang laki-laki Anshar 
bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana halnya dengan saudara 
suami dan seumpamanya dari kalangan karib kerabat suami, seperti 
anak paman dan lainnya? Beliau menjawab, ‘Saudara suami adalah 
kematian. 
 
 Hadis tersebut menunjukkan pelaranganberikhtilath ataupun ber khalwat atau 
bedua-duaan, bukan larangan untuk sekedar bertemu dengan kaum wanita yang juga 
dihadiri oleh orang lain. Di dalam kitab Fatḥ al-BārīIbni Ḥajar mengatakan bahwa 
sabda Rasulullah saw, “Saudara suami itu ibaratnya kematian,” mengacu pada 
pemahaman jika berkhalwat dengan saudara suami akan menyebabkan runtuhnya 
agama, terutama jika terjadi perbuatan maksiat seperti halnya ikhtilath ataupun dapat 
menjadi penyebab kematian yang sebenarnya jika kemudian mereka dijatuhi 
hukuman rajam karena berbuat maksiat sampai kepada terjadinya zina. Dapat juga 
wanita tersebut akan merugi dan celaka karena diceraikan oleh suaminya akibat 
cemburu.36 
35At-Tarmidzi, Al-Jami’ Al-Shahihu Wa Huwa Sunan At-Tarmidzi, jld. III (Bairut Libanon: 
Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1987), hadis. 1071. 
 
36 Abdul Halim Abu Syuqah, Kebebasan Wanita, jld. III(Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 
hlm. 25-27. 
 
                                                 
 Kemudian dalam hal beribadah, Islam mengajarkan adanya jarak pemisahan 
barisan antara laki-laki dan perempuan  ketika shalat, hal tersebut dimaksudkan agar 
tidak terjadinya percampuran antara laki-laki dan perempuan. Imam Muslim, 
Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkandari Abu Hurairah, 
bahwasanya Rasulullah saw, bersabda: 
نعليهسبيأ نع هيبأ نعه :مّلسو هيلع اللها ىّلص اللهلاوسر لاق :لاق ةرير
وفصيرخ ّوأ لاجّرلا فاهلوّرشو ,آاهرخاهء اسّنلا فوفصيرخو ,آرخاه ,
 ّرشواهوأاهل˼̀ . 
 
Artinya:  “Dari Suhaili dari Ayahnya dari Abi Hurairah berkata: Bersabda 
Rasulullah Sallahu ‘Alaihi Wasallam”, “Sebaik-baik barisan kaum 
laki-laki adalah barisan yang pertama dan yang paling buruk-
buruknya adalah barisan yang terakhir. Dan sebaik-baik barisan 
kaum wanita adalah yang barisan terakhir yang paling buruk 
adalah barisan yang pertama.” 
 
2.1.3 Pendapat Para Ulama tentang Ikhtilath 
 Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al-Usy Syaikhl Rahimahullahu 
menyatakan dalam Fatawa (10/35-44) bahwa ikhtilath antara laki-laki dengan 
perempuan ada tiga keadaan yaitu: 
1. Ikhtilath para wanita dengan dari kalangan mahram mereka, maka ini jelas 
dibolehkan.  
2. Ikhtilath para wanita dengan laki-laki ajnabi (non mahram) untuk tujuan yang 
rusak, maka hal ini jelas keharamannya.  
3. Ikhtilath para wanita dengan ajnabi (non mahram) di tempat pengajaran ilmu, 
di toko, kantor, rumah shalat, perayaan-perayaan dan semisalnya. Ikhtilath 
37 An-Nasai, Sunan An-Nasai(Bairut Libanon: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2002), hlm. 143. 
 
                                                 
yang seperti ini terkadang disangka tidak akan mengantarkan fitnah di antara 
lawan jenis, padahal hakikatnya justru sebaliknya. Sehingga bahaya ikhtilath 
semacam ini perlu diterangkan dengan membawakan dalil-dalil 
pelarangannya.38 
 Pemahaman para pakar hadis, seperti Bukhari dan Tirmizi Ibnu Hajar dalam 
syarahnya atas shahih Bukhari, dan Imam Nawawi dalam syarahnya atas Shahih 
Muslim mengatakan bahwa Imam Bukhari memutuskan bahwa “seseorang tidak 
boleh berikhtilath  ataupun berkhalwat dengan seorang wanita kecuali dengan 
mahram, dan juga dilarang menemui wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya. 
Kemudian beliau menyebutkan hadis, “berhati-hatilah memasuki tempat wanita, dan 
hadis, “tidak boleh berkhalwat dengan seorang wanita kecuali dengan mahram”.39 
 
 
 
2.2.Ikhtilath Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum  
Jinayah 
 
 Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayah yang 
termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir (24) menjelaskan ikhtilath 
adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu,bersentuh-sentuhan, berpelukan dan 
berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan 
kerelaankedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. 
38 Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, Bahaya Ikhtilat antara Laki dan Perempuan, Diakses pada 
situs: https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_articles/single/id_warning_of_intermingling_between_me
n_and_women.pdf, pada tanggal 8 Juli 2017. 
 
39 Abdul Halim Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, jld. III (Jakarata: Gema Insani Press, 
1997), hlm. 26. 
                                                 
 Kemudian dalam Bab IV Jarimah dan Uqubat Bagian Keempat tentang 
Ikhtilath dalam Pasal 25 menjelaskan: 
1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath, diancam 
dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 30(tiga puluh) kali atau dendapaling 
banyak 300 (tiga ratus)gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga 
puluh) bulan. 
2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas 
atau mempromosikan JarimahIkhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir 
cambuk palingbanyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda 
palingbanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murnidan/atau penjara 
paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. 
 
Kemudian dalam Pasal 26 menjelaskan: 
“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 
(sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 
(empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima 
puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) 
bulan”. 
 
Pasal 27 menjelaskan; 
“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilath dengan 
orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat ditambah dengan 
‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 30 (tiga puluh) gram emas murni atau 
“uqubat Ta’zir penjara paling lama 3 (tiga) bulan”. 
 
 Kemudian dalam Paragraf 1Pengakuan Melakukan IkhtilathPasal 28 
menjelaskan bahwa: 
1. Setiap Orang yang mengaku telah melakukan Jarimah Ikhtilath secara terbuka 
atau di tempat terbuka, secara lisanatau tertulis, dianggap telah melakukan 
Jarimah Ikhtilath. 
2. Penyidik hanya membuktikan bahwa pengakuan tersebutbenar telah 
disampaikan. 
3. Penyidik tidak perlu mengetahui dengan siapa Jarimah Ikhtilath dilakukan. 
4. Hakim akan menjatuhkan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
Ayat (1) apabila pengakuan tersebut terbuktitelah disampaikan. 
 
Pasal 29 menjelaskan: 
1. Dalam hal orang yang mengaku telah melakukan JarimahIkhtilath, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,menyebutkan nama pasangannya 
melakukan JarimahIkhtilath, maka dia wajib mengajukan bukti untuk 
menguatkan pernyataannya. 
2. Penyidik akan memproses orang yang disebut, apabila bukti 
yang diajukan oleh orang yang mengaku, dianggap memenuhi 
syarat. 
 
Paragraf 2Menuduh Seseorang Melakukan IkhtilathPasal 30 menjelaskan bahwa: 
1. Setiap Orang yang dengan sengaja menuduh orang lain telahmelakukan 
Ikhtilath dan tidak sanggup membuktikantuduhannya, diancam dengan 
‘Uqubat Ta’zir cambuk palingbanyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling 
banyak 300(tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 
(tiga puluh) bulan. 
2. Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimanadimaksud pada ayat 
(1) diancam dengan ‘Uqubat Ta’zircambuk 45 (empat puluh lima) kali 
dan/atau denda palingbanyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas 
murnidan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. 
 
Pasal 31 menjelaskan: 
1. Orang yang dituduh melakukan Ikhtilath dapat membuatpengaduan kepada 
penyidik. 
2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan melakukan penyidikan 
terhadap orang yang menuduh. 
 
 
 
Pasal 31 menjelaskan: 
 Apabila orang yang menuduh dapat membuktikan tuduhannya, maka orang 
yang dituduh dianggap terbukti melakukan ikhtilath.40 
 
2.3. Kewenangan Hakim dan Jaksa Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 
 Ketika proses pemeriksaan perkara di pengadilan antara hakim  dan jaksa 
memiliki kewenangan masing-masing. Secara umum telah kita ketahui bahwasanya 
40 Dinas Syari’at Islam Aceh, Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah (Banda Aceh: 
Naskah Aceh, 2015), hlm. 21-24.  
. 
                                                 
kewenangan hakim adalah sebagai pengadil, pemeriksa, pemutus perkara dan kadang 
kala hakim juga berwenang sebagai penemu hukum atau yang dikenal dengan istilah 
rechtsvinding jikalau aturan hukumnya tidak ada.  
 Sedangkan kewenangan jaksa jika diamati pada Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana, Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang 
penuntutan makadiberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai 
penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 (a) KUHAP).41 
2.3.1.Kewenangan Hakim Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 
 Landasan utama eksistensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara 
yang diajukan ke pengadilan dan kekuasaan kehakiman yang bebas, tercantum dalam 
Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan 
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan”. Dari pasal  tersebut,  guna   penegakkan  hukum(law 
enforcement) dan keadilan, sehingga diselenggarakannya peradilan sebagai media 
untuk mengeksistensikan penegakan hukum dan keadilan.42 
 Dalam menyelenggarakan peradilan, hakim diberikan wewenang untuk 
memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Ketentuan Pasal 1 
Ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan: 
“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan 
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 
41 KUHP dan KUHAP (Permata Press, 2007), hlm. 193. 
 
42 Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara 
Pidana yang Diajukan ke Pengadilan, Lex Crimen, 2014, 133-134. Diakses Melalui: 
https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexcrimen/Index, tanggal 18 Juni 2017. 
                                                 
peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada 
dalam lingkungan peradilan tersebut”. 
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, hakim adalah pelaku kekuasaan negara yang 
bebas dari intervensi dalam bentuk apapun untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Indonesia yang 
diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke 
pengadilan pada Mahkamah Agung dan pada badan peradilan yang berada 
dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan pada 
pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. 
Wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke 
pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, 
hakimdiwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan 
keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 
Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa, 
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” 
Penjelasan dari Pasal 5 Ayat (1) tersebut menyatakan, “ketentuan ini 
dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan 
rasa keadilan masyarakat.  
Dari penjelasan tersebut dapatlah dipahami tujuan dibuatnya ketentuan Pasal 
5 Ayat (1) tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan 
rasa keadilan masyarakat.  Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar 
kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk 
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 
dalam masyarakat. 
Proses pemeriksaan perkara di pengadilan hakim selaku pemutus perkara 
memiliki berbagai wewenang, antara lain: 
1. Wewenang Hakim 
a. Melakukan Penahanan 
Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan dengan 
penetapannya berwenang melakukan penahanan (vide Pasal 20 ayat (3) jo. 
Pasal 26). 
 
 
b. Pengalihan jenis penahanan 
Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang mengalihkan jenis 
penahanan yang satu ke jenis penahan yang lain (vide Pasal 23 ayat (1) jo. 
Pasal 22).  
2. Wewenang Hakim Ketua Sidang 
Wewenang hakim ketua sidang antara lain: 
a. Menentukan bahwa anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tidak 
diperkenankan menghadiri sidang. 
b. Memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, 
ia dihadapkan dalam keadaan bebas. 
c. Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan kelancaran dan 
tertib persidangan, misalnya berhubungan dengan terdakwa, saksi, barang 
bukti, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum. 
Diluar uraian di atas dikenal pula Hakim pengawas dan pengamat (Pasal 277- 
Pasal 283) yang antara lain mempunyai wewenang mengadakan pengawasan guna 
memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana 
mestinya.43 
 Hakim juga berwenang memberikan putusan yang berisikan suatu peraturan 
sendiri, berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Pasal 22 A.B ( Algemene 
Bapalingen van Wetgeving voor Indonesia). Putusan ini dibuat oleh hakim apabila 
undang-undang ataupun kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakainya 
untuk menyelesaikan perkara itu. Keputusan hakim yang demikian disebut dengan 
hukum Jurisprudensi. Hakim yang kemudian dapat mengikuti ataupun berpedoman 
pada keputusan hakim terdahulu apabila menangani kasus yang sama. 
 Untuk menjalankan semua kewenangan yang telah diberikan,hakim 
dibolehkan menjatuhkan sanksi kepada seseorang apabila sudah terpenuhi sekurang 
kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan satu keyakinan hakim. Alat 
bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, 
alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 
43 Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 80-81 
                                                 
 Sedangkan kewenangan hakim menurut pandangan hukum Islam hakim 
berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara 
tertentu dengan adil dan benar antara orang Islam dan yang non Islam yang berada di 
wilayah hukumnya untuk mengakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang 
telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah dalam Alquran dan hadis. 
Mengenai hal wewenang hakim ini, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa, 
“kedudukan  peradilan, seorang hakim selain dari menyelesaikan perkara-perkara 
sengketa, bertugas juga memelihara hak-hak umum, memperhatikan keadaan anak-
anak di bawah umur, orang yang tak cakap bertindak secara hukum, seperti anak 
yatim, orang gila, orang failit dan sebagainya dan mengurus juga harta-harta wasiat, 
wakaf, mejadi wali bagi wanita-wanita yang tidak berwali dan memperhatikan 
kemaslahatan-kemaslahatan lalu lintas, pembangunan-pembangunan, dan 
mememeriksa keadaan saksi, agar dapat diketahui mana saksi yang adil dan yang 
tidak adil”.44 
Berdasarkan wewenang tersebut, hakim juga berwenang untuk mengadili 
perkara-perkara yang terjadi antara kepala negara dengan orang-orang yang 
mengadukannya, meskipun kedudukan hakim tersebut adalah sebagai wakil dari 
Kepala Negara. 
Menurut hukum Islam dalam tindak pidana hudud, kewenangan hakim hanya 
mengadili perkara yang telah dibuktikan, dan hakim berwenang menjalankan 
hukuman yang telah ditetapkan, tanpa menambah, mengurangi, menghapus ataupun 
menunda pelaksanaannya. Jika dalam tindak pidana kisas, kekuasaan dan 
44Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara 
Pidana(Semarang: Pustaka Riski Putra, 2001), hlm. 25. 
 
                                                 
kewenangan hakim bergantung pada sikap korban dalam memafkan. Sedangkan 
dalam tindak pidana takzir, disini hakim diberikan kewenangan dan kekuasaan yang 
bebas dalam memutuskan perkara berdasarkan keyakinannya.45 
Peradilan Islam memberikan kewenangan dan kebolehan bagi hakim dalam 
menjatuhkan  putusan berdasarkan bukti persangkaan atau firasat yang terambil dari 
indikasi-indikasi.46 Hal ini dibolehkan bagi hakim menurut firman Allah Swt dalam 
surat Yusuf ayat 26, yaitu: 
نِّم ٌدِهاَش َدِهَشَو ◌َۡهأ  ◌َۡاِله ٓ◌ ُهُصيِمَق َناَك نِإ ۥ ُبُقنِم َّدُق ٍلتَقَدَصَف  ◌ۡلٱ َنِم َوُهَو  ◌ۡ َينِبِذ َٰك۲٦ 
Artinya: ”Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan 
kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu 
benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta.” (Q.S Yusuf: 26). 
Jika terhadap kasus yang alat buktinya tidak jelas maupun tidak lengkap  
hakim boleh membebaskan terdakwa sebab bukti yang tidak jelas. Hal ini 
berlandaskan sebagaimana keputusan Ali bin Abi Thalib dalam membebaskan 
seorang pembunuh dari hukuman mati, yang mengakui perbuatannya demi 
kehidupan nyawa seseorang yang awalnya diduga sebagai pembunuh sebelum laki-
laki tersebut mengakuinya, dan karena tidak adanya saksi yang melihatnya secara 
langsung ataupun bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk terhadap perbuatannya.47 
 Terhadap suatu perkara yang belum ada dibahas dalam Alquran dan hadis, 
hakim dibolehkan untuk berijtihad bersungguh-sungguh menemukan hukum 
45 Abdul Qadir Audah, Eksiklopedi Hukum Pidana Islam (Bogor:Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 
102.103. 
 
` 46Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi Siyasah al-Syar’iyyah (terj. 
Adnan Qohar dan Anshoruddin) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 1-2. 
 
47Ibid.,. hlm. 101-103. 
 
                                                 
berdasarkan pengetahuannya untuk memutuskan suatu perkara yang belum ada 
dibahas dalam Alqurandan hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan 
pertimbangan yang matang.48 
 Para penganut mazhab Daud Zahiri berpendapat, bahwa suatu keharusan bagi 
sang hakim untuk mengambil keputusan hukum berdasarkan persaksiannya sendiri 
dalam perkara-perkara yang menyangkut pembunuhan (pertumpahan darah), kisas, 
perdata, perzinaan dan perkara pidana lainnya, baik persaksiannya itu ada sebelum 
dia menjadi hakim maupun sesudahnya.49 Pendapat tersebut di dasarkan atas firman 
Allah Swt dalam Alquran Surat An-Nisa Ayat 135 yaitu: 
 َٰي ٓ◌لِٱب َينِمَّٰوَـق ْاُونوُك ْاوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهـَُّيأ ◌ۡسِق ◌ۡاَدَهُش ِط ٓ◌ ِهَِّلل َء... 
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...”(Q.S. An-Nisa’: 
135) 
Maka jelaslah bahwa hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam 
memutus perkara, tidak adil jika dia membiarkan orang yang membuat zhalim terus-
menerus dalam kezalimannya. 
Jika dilihat dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara 
Jinayah, Bab XVI, Pemeriksaan di Sidang Mahkamah, Bagian Ketiga, Acara 
Pemeriksaan Biasa, Pasal 178 butir ke 7 menjelaskan bahwa, Majelis hakim 
48 Al-Imam –Asy Syafi’i, R.A, Al-Umm (Kitab Induk) (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 
1992), hlm. 275 
 
49 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah jilid 9-11(Bandung: Al-Ma’arif, 2001), hlm. 118-119. 
                                                 
boleh menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang dimita oleh 
penuntut umum, jika uqubat jarimah bersifat alternatif (pengganti).50 
2.3.2. Kewenangan Jaksa Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 
Sedangkan kewenangan jaksa jika diamati pada KUHAP, Kejaksaan sebagai 
pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan 
penuntutan terhadap perkara pidana dan perkara jinayah di Indonesia khususnya di 
Aceh. 
 Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, 
ditegaskan bahwa kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas 
dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya. 
 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004, tentang Kejaksaan RI, mengatur tugas 
dan wewenang Jaksa, yang rinciannya sebagai berikut: 
1. Pasal 30 Ayat 1: Bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:  
a. Melakukan penuntutan  
b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap  
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, 
putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat  
d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 
Undang-undang. 
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 
pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam 
pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.  
50 Dinas Syari’at Islam Aceh, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara 
Jinayah( Banda Aceh:Dinas Syari’at Islam Aceh, 2015), hlm. 147. 
                                                 
2. Pasal 30 Ayat 2: Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan 
dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar 
Pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 
3. Pasal 30 Ayat 3: Dalam bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, 
Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: 
a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 
b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. 
c. Pengamanan peredaran barang cetakan. 
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 
dan Negara. 
e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan Agama. 
f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.” 
4. Pasal 32: Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, 
Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-
Undang. 
5. Pasal 33: Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina 
hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan 
Negara atau instansi lainnya. 
6. Pasal 34: Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum 
kepada instansi pemerintah lainnya.51 
Peran jaksa sebagai penuntut umum yang mewakili kepentingan umum 
bertindak untuk dan atas nama Negara dalam menangani perkara merupakan wujud 
penegakan ketertiban dan perlindungan terhadap kepentingan hukum seperti yang 
tertera dalam UU No. 5 Tahun 1991, UU No. 16 Tahun 2004, jo Kepres No. 55 
Tahun 1991. 
51 Marwan Effendy, Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Persfektif Hukum (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 128-130 
 
                                                 
Tugas dan wewenang lain di antaranya: menempatkan terdakwa di rumah 
sakit, atau tempat lain yang layak, memberi pertimbangan hukum pada instansi-
instansi, pembinaan hubungan sesama aparat penegak hukum.52 
Jika dilihat dalam pandangan hukum Islam tidak adanya istilah jaksa dalam 
menanganai suatu perkara di bidang penuntutan, yang ada hanyalah penggugat atau 
pihak korban yang dirugikan dan tergugat atau pihak pelaku. Namun jika dilihat 
dalam suatu wilayah yang mejalankan hukum Islam terhadap kasus tertentu seperti 
halnya Aceh, maka dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara 
Jinayahmenjelaskan bahwa jaksa atau penuntut umum berwenang: 
1. Menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik atau 
Penyidik Pembantu 
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada kekurangan 
penyidikan, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan 
Penyidikan dari Penyidik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, 
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan 
lanjutan dan/ atau mengubah status tahanan lanjutan dan/ atau mengubah 
status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik 
4. Membuat surat dakwaan 
5. Melimpahkan perkara ke Mahkamah 
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa dan saksi tentang ketentuan 
hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan untuk 
datang pada sidang yang telah ditentukan. 
52 Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) 
(Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm. 193-194 
                                                 
7. Melakukan penuntutan 
8. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai 
penuntut umum menurut ketentuan qanun ini dan/ atau peraturan Perundang-
uandang lainnya, dan 
9.  Melaksanakan penetapan dan putusan hakim Mahkamah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB TIGA 
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB HAKIM MENJATUHKAN 
SANKSI BERBEDA DENGAN TUNTUTAN JAKSA DALAM 
PUTUSAN NOMOR 53/JN/2016/MS.BNA 
 
3.1.Kasus Posisi 
Berdasarkan putusan hakim dalam surat putusan Nomor 53/JN/2016/MS. 
Bna, Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Kelas 1-A yang telah memeriksa dan 
mengadili perkara Jinayah dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat 
pertama telah menjatuhkan putusan terdahap para terdakwa. 
Menyatakan identitas terdakwa bahwa, ZF bin ZA, tempat tanggal lahir, 
Tanoh Abee 18 Maret 1997, umur 19 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, 
pekerjaan pelajar/mahasiswa, pendidikan SMA tamat, kebangsaan/ 
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Gampong Bak Seutui Kecamatan 
Seulimum Kabupaten Aceh Besar, domisili di Gampong Bandar Baru Kecamatan 
Kuta Alam Banda Aceh, sebagai terdakwa I. 
RZ binti NB, tempat tanggal lahir, Seunebok28 Januari 1997, umur 19 
tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswi, pendidikan SMA tamat, jenis 
kelamin perempuan, kebangsaan/ kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal 
Gampong Seunebok Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar, domisili 
Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, sebagai terdakwa 
II. 
Berdasarkan penangkapan oleh saudara MN bin BY dengan saudaranya 
dan dan dibantu oleh beberapa warga lainnya, menyatakan kronologis kejadian 
bahwa: 
Terdakwa I ZF bin ZA dan terdakwa II RF binti NB pada hari Jum’at 
Tanggal 30 September 2016 sekira Pukul 18.20 WIB, bertempat di sebuah kamar 
rumah kos yang berlokasi di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota 
Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam wilayah 
hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh yang berwenang mengadili 
perkara ini, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai 
berikut: 
- Bahwa Terdakwa II RF binti NB pada hari Jum’at Tanggal 30 September 
2016 sekitar Pukul 16.30 WIB menjemput terdakwa I ZF bin ZA di kostnya 
yang beralamat di Gampong Bandar Baru kecamatan Kuta Alam Kota Banda 
Aceh dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II. 
- Kemudian sekitar Pukul 18.30 WIB terdakwa I dan Terdakwa II pulang 
menuju rumah kos kakak kandung terdakwa II yang bernama Putri Nahrisa 
yang berlokasi di Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda 
Aceh, setiba di rumah kos tersebut kemudian terdakwa II masuk ke dalam 
rumah kos sedangkan terdakwa I menunggu di luar. Selanjutnya terdakwa II 
memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah tersebut. 
- Bahwa kemudian kedua terdakwa masuk ke dalam kamar kos milik kakak 
kandung terdakwa II, dan mengunci pintu. Selanjutnya kedua terdakwa 
duduk-duduk berdua sambil ngobrol, pada saat itu terdakwa I ZF bin ZA 
mengirim beberapa video porno ke HP terdakwa II RF binti NB, lalu mereka 
menonton bersama dan keduanya bermesra-mesraan hingga ketika 
azankemudian keduanya pergi shalat maghrib. 
- Bahwa setelah selesai shalat maghrib sekira Pukul 19.15 WIB kedua 
terdakwa kembali berdua duduk di atas kasur, lalu terdakwa I mengambil 
Hand Phone Terdakwa II dan membuka video porno yang sudah terdakwa I 
kirim sebelum shalat maghrib, kemudian keduanya menonton video tersebut 
bersama lagi hingga mereka melakukan hubungan badan layaknya suami 
istri. 
- Bahwa kemudian sekira Pukul 20.00 WIB saudara MN bin BY dengan 
saudaranya dan remaja mesjid serta dibantu oleh beberapa warga lainnya, 
mendatangi rumah kos yang diduga terjadinya perbuatan ikhtilath untuk 
melakukan penggerebekan dan kemudian dilihatnya terdakwa I berada di 
samping pintu belakang dalam keadaan tanpa pakaian, dan terdakwa II berada 
di dalam kamar menggunakan handuk warna biru. 
- Kemudian warga mendobrak dan menangkap serta mengamankan kedua 
terdakwa, kemudian keduanya diintrogasi dan diajukan beberapa pertanyaan, 
diantara pertanyaan tersebut keduanya mengakui telah melakukan hubungan 
suami istri di rumah kamar kos tersebut. 
- Kemudian sekitar Pukul 21.00 WIB datang anggota Wilayatul Hisbah Kota 
Banda Aceh, kedua terdakwa diserahkan oleh warga, kemudian keduanya 
dibawa ke kantor satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota 
Banda Aceh untuk proses lebih lanjut. 
 Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 
November 2016 Nomor Registrasi Perkara PDM-174/B.Aceh/11/2016 yang 
dilimpahkan ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dengan surat pelimpahan 
Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-2903/N.1. 10/Euh./2/11/ 2016 
Tanggal 14 November 2016 dan telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah 
Syar’iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 53/JN/2016/Ms. Bna, maka 
terdakwa I dan terdakwa II  telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan 
dakwaan Primair, melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (1) Jo Pasal 1 Qanun Aceh 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayahdan atau dakwaan subsidair, 
melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Hukum Jinayah. Oleh karena itu, berdasarkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum 
menuntutterdakwa I ZF bin ZA dengan ‘uqubat cambuk di depan umum 
Sebanyak 25 kali cambuk dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan 
perintah terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Dan menuntut terdakwa II RF 
binti NB dengan ‘uqubat cambuk di depan Umum 25 kali cambuk dipotong masa 
tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap berada di dalam 
tahanan. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). 
 Kemudian Penuntut Umum bahwa untuk menguatkan dalil-dalil apa yang 
dikemukakan dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 
orang saksi di persidangan yaitu MN bin BY yang telah memberikan keterangan 
di bawah sumpah di depan persidangan. Kemudian Jaksa Penuntut Umum 
menetapkan barang bukti berupa, 1 buah celana pendek warna biru merk Adidas, 
1 buah baju kaos laki-laki warna hitam, 1 lembar celana dalam laki-laki warna 
coklat merk Polo, 1 pasang pakaian dalam wanita, 2 lembar tisu, 1 buah handuk 
warna biru merk Pente Artous, 1 buah rok warna hitam, 1 buah kaos perempuan 
lengan panjang warna merah. 
 Atas keterangan saksi-saksi, para terdakwa tidak keberatan dan 
membenarkannya, bahwa di persidangan terdakwa I dan terdakwa II telah 
memberikan keterangan bahwa para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan 
rohani, bahwa para terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat suatu tindak 
pidana sebelumnya dan terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum 
atau Pengacara. Bahwa yang pada intinya para terdakwa menjelaskan sekira 
pukul 18.20 WIB, pada saat itu setelah shalat maghrib para terdakwa menonton 
film porno kemudian keduanya bermesra-mesraan hingga melakukan hubungan 
layaknya suami istri. Berselang 15 menit setelah hubungan pertama dilakukan 
mereka mangulangi kembali melakukan hubungan suami istri untuk yang kedua 
kalinya di kamar kos tersebut. 
Bahwa terdakwa II menjelaskan pada saat para terdakwa melakukan 
hubungan ikhtilath situasi dalam kamar kos dalam keadaan sepi dan tempatnya 
dalam keadaan terang dan pintu kamar terkunci dan pada saat melakukan 
hubungan badan yang kedua kalinya di kamar kos tersebut saudara ZF bin ZA 
mematikan lampu. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB tiba-tiba warga mendobrak 
pintu kamar dan warga menangkap mengamankan dan mengintrogasi keduanya. 
Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB datang anggota Wilayatul Hisbah dan 
membawa mereka para terdakwa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan 
Wilayatul Hisbah kota Banda Aceh. Dan para terdakwa juga menjelaskan bahwa 
sebelumnya pernah melakukan hubungan badan, yang pertama kali mereka 
lakukan di salah satu hotel kawasan Peunayong kota Banda Aceh, pada saat 
sebelum bulan Ramadhan tahun 2016. 
 Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim tidak 
sependapat dengan dakwaan Penuntut Umum yang menuntut para terdakwa 
dengan dakwaan pelanggaran jarimah ikhtilath. Menimbang bahwa menurut 
ketentuan Pasal 1 ayat(26) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum 
Jinayah, yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki 
atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan 
kerelaan kedua belah pihak. 
Menimbang bahwa dalam hal ini paraterdakwa dengan melakukan 
hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan yang 
sah dengan kerelaan kedua belah pihak, dengan demikian dalam perkara a quo 
unsur “melakukan perbuatan zina”, perbuatan para Terdakwa tersebut dapat 
dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 33 ayat (1), Pasal 
37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 38 ayat (1), ayat (2),  dan ayat (3), 
serta Pasal 42 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang HukumJinayah. 
Menimbang bahwa karena unsur-unsur “melakukan perbuatan zina” telah 
terpenuhi secara keseluruhannya yaitu perbuatan yang diharamkan dan adanya 
kesengajaan atau niat melawan hukum, dan para terdakwa juga telah 
mengakuinya yang disertai sumpah, maka majelis hakim berkesimpulan terhadap 
para terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan jarimah zinadan diancam 
dengan ‘uqubah hududcambuk di depan umum sebanyak 100 kali.  
 Maka dalam hal ini sebelum hakim menjatuhkan hukuman kepada para 
terdakwa, terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa. 
Adapun hal yang memberatkan kepada terdakwa yaitu: 
1. Para terdakwa sebagai seorang muslim yang seharusnya menjunjung tinggi 
nilai-nilai Syari’at Islam, yang sedang ditegakkan di Provinsi Aceh. 
2. Para terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa 
pernikahan yang sah. 
3. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat 
mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama. 
Adapun hal yang meringankan kepada terdakwa yaitu: 
1. Para terdakwa bersikap sopan. 
2. Para terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan di 
persidanagan. 
3. Para terdakwa belum pernah dihukum 
4. Para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. 
 Maka dalam hal ini hakim mempertimbangkan hukum dan mengadili 
kepada terdakwa dengan: 
1. Menyatakan terdakwa I ZF bin ZA dan terdakwa II RF binti NB telah terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan jarimah zina 
2. Menghukum: 
2.1 Terdakwa I dengan ‘uqubat hudud cambuk sebanyak 100 kali di depan 
umum. 
2.2 Terdakwa II dengan ‘uqubat hudud cambuk sebanyak 100 kali di depan 
umum. 
3. Memerintahkan barang bukti berupa: 
-  1 buah celana pendek warna biru merk Adidas, 
-  1 buah baju kaos laki-laki hitam, 
-  1 lembar pakaian dalam laki-laki warna coklat merk Polo, 
-  1 pasang pakaian dalam perempuan  
-  2 lembar tisu,  
-  1 buah handuk warna biru merek Pente Artous,  
-  1 buah rok warna hitam,  
-  1 buah kaos perempuan lengan panjang warna merah, 
dirampas untuk dimusnahkan. 
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang dijalani oleh terdakwa I 
dan tedakwa II sebagai tambahan hukuman. 
5. Memerintahkan agar terdakwa I dan terdakwa tetap berada dalam tahanan 
sampai diekseskusi cambuk selesa dilaksanakan. 
6. Menghukum masing-masing terdakwaI dan terdakwa II agar membayar biaya 
perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah). 
 
 
3.2. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Berbeda Dari 
Tuntutan Jaksa dalam Putusan Nomor 53/JN/2016/MS.Bna 
 
 Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, 
namun sebagai manusia hakim juga dalam putusannya tidaklah mungkin 
memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan 
menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam 
persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) 
dan disertai dengan hati nurani hakim. Dalam hal seorang hakim akan 
menjatuhkan suatu putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya nanti 
seberapa mungkin dapat diterima masyarakat. Proses penjatuhan putusan yang 
dilakukan oleh hakim merupakan suatu proses yang sulit, sehingga memerlukan 
pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.53 
Putusan hakim merupakan hasil dari kewenangan mengadili setiap perkara 
yang ditangani dan didasari pada surat dakwaan dan fakta-faktayang terungkap 
dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, hal 
ini sesuai asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 Ayat 
(1) KUHP yaitu hukum pidana harus bersumber pada undang-undang dan dalam 
asas hukum jinayahyaitu asas legalitas yang diatur pada Pasal 2 huruf a  
menjelaskan  tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi ‘uqubat kecuali atas ketentuan 
jinayah dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, 
artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan. 
 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, dapat dilihat dari 
segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-
yuridis. Pertimbangan hakim secara yuridis adalah pertimbangan didasarkan pada 
53Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 94-95. 
 
                                                 
faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan seperti dakwaan jaksa penuntut 
umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal 
peraturan hukum. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis yaitu 
berdasarkanlatar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, 
kondisi diri terdakwa, kondisi sosial ekonomi terdakwa.54 
Pertimbangan hakim secara yuridis yang berdasarkan apa yang terungkap 
di persidangan dalam Pasal 183 KUHAP, menyatakan bahwa: hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi  dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kemudian dalam 
perkara Jinayah di Aceh juga terdapat landasan yuridis yang serupa dengan Pasal 
183 KUHAP, sebagaimana dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 
tentang hukum acara Jinayahmenjelaskan bahwa, “hakim dilarang menjatuhkan 
‘uqubat kepada terdakwa, kecuali hakim memperoleh keyakinan dengan paling 
kurang dua (2) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah 
terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah 
zina.” Alat bukti yang sah menurut Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Hukum Acara Jinayahterdiri atas, keterangan saksi, keterangan ahli, 
barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, dan keterangan 
terdakwa. 
 Maka dalam hal ini, berdasarkan putusan hakim dalam surat putusan 
Nomor 53/JN/2016/MS. Bna, terdapatlah suatu putusan hakim yang berbeda 
54Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2006), hlm. 124-136 
 
                                                 
dengan tuntutan jaksa, dimana perkara yang diajukan oleh jaksa dengan dakwaan 
ikhtilath/ khalwat dan menuntut para terdakwa dengan ‘uqubat cambuk didepan 
umum sebanyak 25 kali dipotong masa tahanan yang telah dijalani kepada para 
terdakwa, namun hakim menjatuhkan sanksi kepada terdakwa menjadi perkara 
zina dengan hukuman cambuk di depan umum sebanyak 100 kali. 
Perlu diketahui bahwa berdasarkan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 7 
Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, bab XVI tentang Pemeriksaan di 
Sidang Mahkamah Pasal 178 ayat 7 menjelaskan bahwa ,“majelis hakim boleh 
menjatuhkan jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum 
jika ‘uqubat jarimah tersebut bersifat alternatif.”55Pasal tersebut menjelasan 
ketentuan yang dibolehkan kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi hanya jika 
‘uqubatjarimah tersebut bersifat alternatif (pengganti). Kemudian berdasarkan 
ketentuan hukum positif Indonesia dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, 189 
ayat (2) dan (3) RBg menyatakan, hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan 
dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau 
mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Mahkamah Agung dalam beberapa 
putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut, 
memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan 
hal-hal yang tidak di tuntut adalah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR.56 
Namun berdasarkan pemeriksaan dalam pengadilan, terdapatlah beberapa 
alasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi yang 
55 Syahrizal Abbas, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah(Banda 
Aceh: Dinas Syari’at Islam Aceh, 2014), hlm. 147. 
 
56 Sudikno Moertokusumo, Hukum Acara Peradilan Perdata Indonesia (Yogyakarta: Cahaya 
Atma Pustaka, 2013), hlm. 234 
                                                 
berbeda dengan tuntutan jaksa terhadap putusan Nomor 53/JN/2016.MS. Bna. 
Diantara alasan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 
tersebut adalah: 
1. Pengakuan Para Terdakwa 
Pengakuan yang dimaksudkan adalah pengakuan para terdakwa 
baik dimulai dari awal proses penangkapan yang dilakukan oleh warga, 
proses penyidikan oleh penyidik sampai pada pengakuan di hadapan 
hakim dalam persidangan. Para terdakwa tetap berpegang teguh pada 
pengakuannya, bahwa mereka benar dan meyakinkan telah melakukan 
zina(hubungan badan layaknya suami istri). Dimana mereka telah 
melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak dua kali pada 
Tanggal 30 September 2016 di kamar rumah kos kakak saudari RF binti 
NB dan juga pernah melakukan hubungan badan tersebut sebelumnya di 
Hotel pada saat sebelum Ramadhan Tahun 2016. 
2. Qanun Jinayah Aceh 
Hakim tetap berpegang teguh pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Hukum Jinayah dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum 
Acara Jinayahterhadap perkara yang dilimpahkan ke Mahkamah Syar’iyah. 
3. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan hasil rapat Pleno Kamar 
Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 
Pengadilan. 
Hakim dalam mengadili dan menjatuhkan sanksi hukuman juga 
melakukan pertimbangan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 
Nomor 4 tahun 2016 ini. Sehingga dalam menjatuhkan sanksi, hakim 
boleh memilih jenis dan menjatuhkan sanksi (uqubat) lebih berat dari 
tuntutan jaksa yang telah terbukti. 
4. Pengetahuan dan Pedoman Hakim kepada Kasus Maiz di zaman Rasulullah 
 Dikarenakan kasus ini merupakan kasus yang pertama di Aceh, dimana 
para terdakwa mau mengakui kesalahannya karena telah berzina, maka 
hakim berdasarkan pengetahuannya kembali mengingat kisah Ma’iz ibnu 
Malik yang mengaku pada Rasulullah bahwa dirinya telah berzina. Maka 
dalam hal ini hakim yang juga didukung dengan kebersediannya para 
Terdakwa untuk disumpah maka hakim mendakwaan mereka dengan 
dakwaan zina yang dikenai sanksi 100 kali cambuk di depan umum. 
5. Sumpah Para Terdakwa 
Sumpah yang dimaksudkan yaitu sumpah yang para 
terdakwaungkapan dipersidangan untuk menguatkan pengakuan yang 
diberikan dan kebersedian para terdakwa untuk bersumpah tanpa adanya 
pemaksaan dari pihak manapun. 
 Memang benar dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR, 189 ayat (2) dan (3) 
RBg telah disebutkan bahwa hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan dan 
dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau yang biasa 
dikenal dengan istilah ultra petita. Namun dalam hal ini ultra petita tidak 
termasuk dalam kasus pidana, dia hanya termasuk dalam kasus perdata. Jikalau 
hakim dilarang memutus lebih berat dari tuntutan jaksa padahal telah terbukti 
salah, maka hakim sama saja halnya dengan robot yang dikendalikan, harus 
mengikuti jaksa padahal hakim telah diberi kebebasan dalam mengadili. Dalam 
Islam, Rasulullah sendiri telah memberi kebebasan kepada hakim dalam 
mengadili dan berijtihad yaitu apabila hakim benar memutuskan perkara, maka 
hakim akan mendapat dua pahala, dan jikalau salah, maka hakim mendapat satu 
pahala.57 Sebagaimana hadis Rasulullah yaitu : 
 لْوقي مّلسو هيلع اللها ىَلص اللها لوسر عسم ّهنأ هنع اللها يضر صاعْلا نْب ورْمع نعو
 هلف أطخأ ّثم دحتجافمكح اذإو نارجأ هلف باصأ ّثم دهتجاف مكالحا مكح اذإ :
 ِهْيلع قفّتم . رجأ˾́ . 
 
Artinya: Dan dari Amr bin Ash bahwa ia pernah mendengar Rasulullah 
shallahu alaihi wa sallam bersabda: “apabila seorang hakim 
bersungguh-sungguh dalam memutuskan suatu perkara dan 
keputusan itu sesuai dengan kebenaran berarti telah mendapatkan 
dua pahala dan jika keliru maka dia mendapatkan satu pahala.” 
(HR. Al-Bukhari dan Muslim). 
 
Dengan demikian, berdasarkan beberapa dasar hukum dan pertimbangan 
hukum yang telah diuraikan di atas maka dalam surat putusan hakim Nomor 
53/JN/2016/MS.Bna, majelis hakim berkesimpulan terhadap para terdakwa 
dipersalahkan secara sah telah melakukan perbuatan jarimahzina dan diancam 
dengan ‘uqubah hudud cambuk di depan umum sebanyak 100 kali. 
 Putusan hakim tersebut dinyatakan inkracht, karena merupakan putusan 
pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu 
yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim sendiri berharap dikarenakan 
putusan ini merupakan putusan pertama terhadap kasus pertama di Aceh terkait 
57 Wawancara dengan Misran, Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pada tanggal 12 Juli 
2016 di Banda Aceh. 
 
58Al-Ash Qalani, Fathul Bari Bi Syarih Shahih Al-Bukhari, jld. XIII (Khairo: Dar Ar Riyan Lit 
Turash, 1987), hlm. 330. 
                                                 
pelaku yang bersedia mengaku dan bersumpah karena telah melakukan zina, 
maka semoga dapat mejadi yurispudensi bagi hakim yang akan datang, bila 
menjumpai hal yang serupa. 
 
3.3.  Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim 
Menjatuhkan Sanksi yang Berbeda dengan Tuntutan Jaksa 
  
 Tugas  hakim  sangatlah  berat,  karena  tidak  hanya  
mempertimbangkankepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi 
melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud 
adanya kepastian hukum.Dalam menetapkan sanksi maka seorang hakim harus 
berpegang teguh pada prinsip-prinsip peradilan sesuai dalam nilai etika Islam 
yang telah digariskan oleh Alquran sebagai pertimbangan dalam menjalani 
profesinya.  
 Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan nas yang terdapat 
dalam Alquran maupun hadis, yang mengatur kehidupan manusia.59Pemeliharaan 
tujuan syarak yang dimaksudkannya adalah pemeliharaan al-kulliyat al-khams. 
Tujuan syarak dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, 
jiwa, akal, keturunan, dan harta.60 Kemudian segala bentuk tindakan seseorang 
yang mendukung pemeliharaan kelima aspek tersebut digolongkan sebagai 
maslahat, tanpa membedakan antara kemaslahatan dunia dan akhirat.61 
59 Said Agil Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial(Jakarta: Penamadani, 2004), 
hlm. 6. 
 
60  Amir Syarifuddin, Ushul fiqh 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 368. 
 
61 Mukhsin Nyak Umar, Ushul Fiqh (Darussalam Banda Aceh: Ar-Raniry Pres bekerjasama 
dengan Yogyakarta: AK Group 2008), hlm. 74. 
                                                 
Dalam tindak pidana hudud, apabila tindak pidana ini sudah dapat 
dibuktikan, hakim harus melaksanakan hukuman yang telah ditentukan, tanpa 
mengurangi menambah, mengganti atau menunda pelaksanaannya. Artinya 
kekuasaannya dalam tindak pidana hudud hanya terbatas pada pengucapan 
(penetapan) putusan hukuman yang telah ditentukan. Begitu juga dengan tindak 
pidana kisas (balasan yang setimpal), kekuasaan hakim hanya terbatas pada 
penjatuhan putusan yang telah ditetapkan, kalau korban memaafkan pelaku dari 
kisasmaka si pelaku tidak dikenai hukuman karena alasan syar‘ī. Akan tetapi jika 
pelaku dibebaskan dari diat(denda) oleh korban, maka hakim boleh menjatuhkan 
hukuman takzir.  
Menetapkan hukuman hudud ataupun kisas, hukum Islam mendelegasikan 
wewenang kepada hakim sebagai pihak yang menjalankan hukuman, bukan yang 
memilihkan hukuman. Karenanya hakim tidak dapat mengurangi, menambahkan, 
meringankan, atau memperberat hukuman, sebab hukuman yang telah diterapkan 
adalah hukuman yang telah ditentukan (muqaddarah). Selain membatasi 
wewenang hakim, hukum Islam juga membatasi wewenang badan pembuat 
hukum (legislatif).62Adapun pada tindak pidana takzir hakim diberi kekuasaan 
dan ukuran hukumannya. Hakim bisa memilih hukuman yang berat ataupun 
ringan. Hakim juga berhak memberikan hukuman pada batas maksimal atau 
minimalnya dan ia juga bisa memerintahkan untuk melaksanakan hukuman atau 
menundanya. 
 
62 Abdul Qadir Audah, At-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamy, (terj. Tim Tsalisah), jld. III(Jakarta: 
Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 107. 
                                                                                                                                          
Hukum Islam tidaklah mengatur secara khusus mengenai tuntutan yang 
diajukan oleh jaksa, yang dikenal hanyalah dengan istilah gugatan yang diajukan 
oleh penggugat kepada tergugat. Namun jika dilihat berdasarkan isi qanun hukum 
acara jinayah di Aceh yang menganut sistem hukum Islam, dalam menyelesaikan 
perkara pidana terdapatlah jaksa yang memiliki wewenang dalam hal penuntutan, 
dan hanya dalam perdata terdapat istilah gugatan oleh penggugat . Dalam Pasal 
178 ayat(6) dijelaskan bahwa, ‘uqubat yang dijatuhkan boleh kurang ataupun 
lebih dari jumlah yang diajukan oleh penuntut umum dalam tuntutan ‘uqubat. 
Kemudian dalam ayat(7) dijelaskan bahwa, majelis hakim boleh menjatuhkan 
jenis hukuman yang berbeda dari yang diminta oleh penuntut umum jika 
jarimah‘uqubat yang diminta bersifat alternatif (pengganti antaracambuk, denda 
dan penjara). Prinsip bahwa ‘uqubat ditetapkan secara alternatif dimaksudkan 
untuk memberi keleluasaankepada bagi hakim untuk berijtihad guna lebih 
mendekatkan dan memenuhi rasa keadilanmasyarakat.63‘Uqubatyang bersifat 
alternatif ini lebih dikhusukan terhadap jarimah takzir. 
Berdasarkan pandangan hukumIslam, hakim dibolehkan menjatuhkan 
sanksi lebih berat maupun lebih ringan kepada terdakwa tergantung jenis tindak 
pidana yang dilanggar meskipun berbeda sebagaimana tuntutan dari jaksa. Namun 
tetap harus berpegang teguh pada Alquran dan Hadis. Sebagaimana telah 
diketahui bahwasanya para sahabat telah mejadikan kehamilan seorang 
perempuan yang tidak bersuami sebagai indikasi dan tanda dari perbuatan zina. 
Maka berdasarkan indikasi mereka menjatuhkan hukuman ḥaddterhadapnya, 
63“PenjelasanAtasRancangan Qanun AcehNomor Tahun 2014TentangHukum Jinayat”, 
Serambi Indonesia, Aceh Besar, Jum’at 5 September 2014, hlm. 5  
 
                                                 
meskipun dia tidak mengaku dan perbuatannya tidak disaksikan oleh empat orang 
saksi laki-laki. Para sahabat juga menjadikan bau minuman keras dari mulut 
seseorang dan muntahnya sebagai bukti dan indikasi atas tindak kejahatan 
minuman keras yang dilakukan oleh orang itu. Mereka menempatkan indikasi-
indikasi tersebut pada kedudukan pengakuan dan keterangan saksi dua orang laki-
laki.64 
Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah, bahwa keputusan yang diberikan 
oleh hakim dan putusan hakim mengikat para pihak yang berperkara serta wajib 
dilaksanakan oleh hakim tersebut atau pejabat lain yang ditunjuk. Dalam 
mejalankan tugas dan fungsinya hakim haruslah orang yang bertanggung jawab 
sepenuhnya mempertahankan hukum dalam rangka menegakkan kebenaran dan 
keadilan, sehingga Islam mensyaratkan dengan ketat dalam hal pengangkatan 
seorang qadi (hakim), yang bertujuan agar orang yang memegang jabatan benar-
benar orang yang berwibawa, luas pengetahuannya dan dapat dipercaya. 
Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-nisa’ ayat 58: 
َأي َهَّللٱ َّنِإ ◌ۡمُُكرُم ◌ۡلٱ ْاوُّدَؤُـت َنأ  ◌ۡ َٰلىِإ ِتَٰن ََٰمأ ٓ◌َهأ  ◌ۡمَكَح اَذِإَو َاِله ◌ۡ َبي ُتم ◌ۡ ِساَّنلٱ َن
حَت َْنأ ◌ۡلِٱب ْاوُمُك ◌ۡدَع ◌ۡ ِل ◌ۚ ِِهب ْمُكُظَِعي اَّمِِعن َهَّللٱ َّنِإ  ۗٓۦ َعي َِسم َناَك َهَّللٱ َّنِإ  ◌ۢ ا
 ًر ْـيِصَبا٥٨ 
 
Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 
dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Mendengar lagi Maha Melihat.” 
 
64 Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi Siyasah al-Syar’iyyah terj. Adnan 
Qohar dan Anshoruddin(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 177 . 
                                                 
Menurut hukum pidana Islam maka hakim dibolehkan menjatuhkan 
hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa jikalau perbuatan yang dilakukan telah 
terbukti secara sah di persidangan. Hakim boleh mengubah perkara 
ikhtilath/khalwat  menjadi perkara zina dan menghukum dengan hukuman seratus 
kali cambuk jikalau terdakwa mengakuinya sendiri dengan kesadaran diri, tanpa 
adanya paksaan ataupun karena telah terjadinya proses tanya jawab dari berbagai 
pihak. Pengakuan terhadap tindak pidana zina dapat dijadikan alat bukti yang 
paling kuat meskipun tidak terdapat dua alat bukti lain yang sah sebagaimana 
yang telah diatur. Dapat dicontohkan terhadap putusan Rasulullah dalam kisah 
Maiz yang mengakui sendiri perbuatannya sebagaimana diceritakan dalam hadis: 
 اللها ىّلص اللها لْوسر ىتأ يملسلأا كلام نبزعام ّنأ ,هيبأ نع ةدْيرب نبإ اللهادْبعانثّدح
طت نأ ديرأ ّنيإ و تينزو يسفن تْملظ دق ّنيا اللها لوسر اي :لاقف مّلسو هيلعّه .ني ر
 لسرأف ةين ّاثلا هّدرف .تْينز دق ّنيإ اللها لْوُسراي :لاقف هاتأ ّدغلا نم ناك اّملف .هّدرف
 هنم نوركنت اسْأب هلقعب نوملعتأ ,لاقف همْوق لىإ مّلسو هْيلع اللها ىّلص اللها لوسر
ةثل ّاثلا هاتأف ىرن اميف انْيلح اص نم لقعلا ّفيو ّلاإ هملعن ام اولاقف ؟ائيش. لسر أف 
إمهيل هل رفح ةعب ّارلا ناك اّملف .هلقعبلاو هب سْأب لا ّهنأ :هوبرخأف هنع لأسف اضيأ 
مجرف هب رمأ ّثم ةرْفحÓÒ. 
 
Artinya:Telah Kami ceritakan bahwa Abdullah ibnu Buraidah 
meriwJinayahkan dari ayahandanya, "Sesungguhnya Ma'iz bin 
Malik Al-Aslami mendatangi Rasulullah Sallallahu 'Alaihi 
Wasallam seraya berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya 
telah berbuat zalim atas diri saya sendiri dan saya telah berzina 
dan sungguh saya ingin agar engkau membersihkan saya. 
Rasulullah menolaknya. Keesokan harinya Ma'iz kembali  
mendatangi beliau dan berkata, Wahai Rasulullah, sungguh saya 
berzina. Untuk kedua kalinya beliau menolak permohonannya. 
Kemudian Rasulullah mengutus seseorang kepada masyarakat 
65Imam Muslim, Sahih Muskim, jld. III (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1992), hlm. 
1323. 
                                                 
yang mengenal Ma'iz, Utusan itu bertaya, Apakah kalian 
mengetahui jika akal Ma'iz bermasalah yang kalian sendiri tidak 
menerimanya? Mereka menjawab, 'Kami hanya mengetahui dari 
sisi akal senormal dan sewaras kami. Itulah yang kami ketahui. 
Ma‘iz kemudian mendatangi Nabi untuk ketiga dan beliau 
mengutusseseorang lagi untuk menanyakan kondisi akalnya. 
Mereka memberi tahu bahwa akalnya tidak bermasalah. Setelah 
Ma'iz mendatangi Nabi untuk keempat kali, dibuatkanlah lubang 
untuk menguburnya, dan diperintahkan untuk merajamnya. (HR. 
Muslim). 
 
 Dari bunyi hadis di atas, bahwasanya hakim diperbolehkan menghukum 
terdakwa lebih dari tuntutan dan bahkan hakim boleh menghakimi meskipun tidak 
adanya tuntutan dari jaksa selaku penuntut umum namun harus berdasarkan 
pengakuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan pengakuan yang sebenar 
benarnya tanpa adanya proses tanya jawab oleh pihak lain, karena jikalau ada 
campur tangan dalam proses pengakuan, maka dikhawatirkan akan timbulnya 
jawaban karena adanya arahandan pertanyaan yang dapat menjerat, sehingga 
pengakuan tidak murni sebagaimana halnya dalam pengakuan Ma’iz 
Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap tuntutan perkara 
ikhtilath yang kemudian oleh hakim kepada terdakwa I ZF bin ZA dan terdakwa 
II RF binti NB dalam putusan Nomor 53/JN/2016/MS. Bna dikarenakan adanya 
pengakuan yang dikuatkan dengan sumpah yang dilakukan oleh para terdakwa. 
Maka hakim berkeyakinan dan berkesimpulan tidak sependapat dengan jaksa 
yang mulanya menuntut dengan sanksi cambuk sebanyak 25 kali dalam perkara 
ikhtilath, kemudian hakim menetapkan menjadi 100 kali cambuk dalam perkara 
zina.  
Hakim telah benar dengan putusannya dalam menetapkan sanksi jikalau 
dilihat berdasarkan hukum pidana Islam karena para terdakwa atas pengakuan 
yang disampaikannya bahwa mereka telah melakukan perbuatan zina. Dimana 
yang dimaksud dengan zina menurut hukum pidana Islam yaitu hubungan 
kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain 
yang tidak terikat perkawinan.66 Dimana perbuatan zina yang para Terdakwa 
lakukan telah terpenuhi berdasarkan unsur-unsur zina, yaitu unsur persetubuhan 
yang diharamkan dan unsur kesengajaan atau niat melawan hukum.67 
Sebagaimana hukuman kepada para Terdakwa terhadap perbuatannya dalam 
hukum pidana Islam telah diatur secara tegas berdasarkan firman Allah Swt di 
dalam Alquran surat An Nur ayat 2: 
جَٱف ِنياَّزلٱَو ُةَِيناَّزلٱ ◌ۡ ٍدِحَٰو َّلُك ْاوُدِلنِّم ◌ۡلَجََةْئاِمَاُهم ◌ۡةَد ◌ۖ ◌ٍ
َأتَلاَو ◌ۡذُخ ◌َۡأراَمِهِبمُك ◌ۡ ِنيِديِفٍةَفمُتنُك نِإ ِهَّللٱ  ◌ُۡؤت  ◌ۡلٱَو ِهَّللِٱب َنوُنِم ◌َۡوي ◌ۡ ِم
لٱ ◌ۡأ ٓ◌ ِرِخ ◌ۖلَو  ◌ۡشَي ◌ۡدَه ◌َۡاط اَمُهَـباَذَع  ٓ◌ ٌةَِفئ َنِّملٱ ◌ۡؤُم ◌ۡ َينِنِم۲ 
Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah 
tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah 
belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) 
agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan 
hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh 
sekumpulan orang-orang yang beriman. 
 
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, terhadap putusan Nomor 
53/JN/2016/MS. Bna,faktor-faktor penyebab hakim menjatuhkan sanksi berbeda 
dengan tuntutan jaksa dikarenakan adanya pengakuan oleh para terdakwa yang 
diungkapan tanpa adanya paksaan oleh pihak manapun bahwa mereka telah 
melakukan perbuatan zina meskipun dalam dakwaan disebutkan perbuatan yang 
mereka lakukan adalah ikhtilath,. Menurut hukum pidana Islam perbuatan zina 
66 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam(Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 37. 
 
67 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 1. 
                                                 
digolongkan ke dalam jarimah hudud, pengakuan para terdakwa dan disertai 
dengan sumpah sudah dapat dijadikan keyakinan oleh hakim sebagai 
pertimbangan hukum dalam menetapkan sanksi kepada para Terdakwa. Hakim 
dalam Islam boleh tidak sependapat dengan jaksa jika dalam pembutian di 
persidangan telah terbukti dengan jelas dan benar. Ketetapan hukuman zina telah 
ditetapkan oleh Allah dalam Alquran, sehingga hakim tidak dapat mengubah jenis 
hukuman yang telah ditetapkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB EMPAT 
PENUTUP 
 
4.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya 
mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Sanksi  yang Berbeda 
dengan Tuntutan Jaksa dalam Perkara Ikhtilath, maka dalam bab ini dapat 
disimpulkan beberapa kesimpulan, sebagai berikut: 
1. Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi  
yang berbeda dengan tuntutan jaksa dalam putusan Nomor 
53/JN/2016/MS. Bna, dapat dilihat dari fakta-fakta yang ada dalam 
pengadilan yaitu: pengakuan para terdakwa, sumpah para terdakwa, 
alat bukti surat, kemudian landasan pada ketentuan SEMA Nomor 4 
Tahun 2016 tentang pemberlakuan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah 
Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 
Pengadilan, kemudian pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Hukum Jinayah dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum 
Acara Jinayah, dan pada Alquran dan Hadis serta ketentuan Undang-
Undang lain mengenai kewenangan hakim dalam mengadili. 
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam hakim diberi wewenang penuh 
dalam menegakkaan keadilan hukum, hakim dibolehkan berijtihad, 
menjatuhkan sanksi berdasarkan firasat dan pengetahuannya terhadap 
perkara yang diadili sehingga hakim boleh menjatuhkan sanksi lebih 
berat maupun lebih ringan meskipun berbeda sebagaimana tuntutan 
dari jaksa apabila perkara yang diadili telah benar terbukti.  
3. Sebagaimana kedudukan dan kewenangannya, hakim sebagai pelaku 
kekuasaan negara dalam mengadili memiliki kekuasaan yang merdeka 
bebas dari tekanan pihak manapun dalam menetapkan hukum, 
pertimbangan putusan hakim bersifat mutlak tidak dapat diganggu 
gugat oleh pihak manapun, kecuali ada prosses banding dari terdakwa. 
4. Ketentuan Pasal 178 ayat (2) dan ayat (3) HIR, 189 ayat (2) dan (3) 
RBg tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan 
tugasnya harus bertindak secara aktif dan harus selalu berusaha agar 
memberikan putusan yang seadil-adilnya dapat menyelesaikan perkara. 
 
 
4.2. Saran  
 Demi terwujudnya kepastian hukum dan kemaslahatan serta rasa keadilan 
dalam masyarakat, maka terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan 
diprioritaskan bagi semua pihak baik para hakim maupun masyarakat. Hal-hal 
tersebut sebagai berikut: 
1. Di harapkan bagi hakim dapat selalu mempertimbangkan putusan dengan 
seadil-adilnya, sehingga setiap putusan bisa diterima oleh semua pihak 
dan tidak menimbulkan konflik yang berkelanjutan  
2. Bagi hakim Mahkamah Syar’iyah khususnya di Aceh harus berani untuk 
berijtihad, tetap berpegang teguh kepada aturan hukum Islam 
berdasarkan Alquran dan hadis  dengan selalu memprioritaskan kepastian 
hukum dan kemaslahatan dalam menjatuhkan putusan. 
3. Kepada jaksa selaku penuntut umum, diharapkan untuk lebih baik lagi 
dalam membuat surat dakwaan dan tuntutan, agar tidak terjadi kembali 
perbedaan putusan dengan tuntutannya. 
4.  Kepada pemerintah diharapkan adanya penyuluhan yang diberikan 
kepada masyarakat khususnya di Aceh, yaitu penyuluhan seputar hukum 
jinayah, sehingga dapat terciptanya masyarakat yang taat hukum. 
5. Untuk penulis berikutnya yang meneliti hal yang serupa dalam kasus 
yang berbeda diharapkan dapat mengembangkan isi dan kata yang lebih 
baik lagi daripada  apa yang telah penulis ungkapkan dalam skripsi ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
